
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1)
huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah
Daerah dapat memungut Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pengolahan
Air Limbah Domestik yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah perlu menetapkan Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu mengatur tentang
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

SALINAN
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemanfaat Insentif
Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lumajang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67);
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 71);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018
Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten
Lumajang: 98-6/2018).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG
dan

BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten

Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lumajang.

5. Pengusaha Penyedotan kakus Air Limbah Domestik
adalah perorangan atau badan hukum atau pihak swasta
yang menjalankan usahanya berupa menyedot dan
membuang limbah tinja dari septictank
penduduk/SPALD-S dan SPALD-T Kawasan tertentu,
kawasan permukiman ke Instalasi Pengolahan Air Limbah
Domestik dengan memungut biaya atas pelayanan yang
diberikannya.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
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7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya pokok retribusi.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/ atau denda.

13. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban
yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan
SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.

15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

17. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

19. Zonasi Layanan adalah kawasan atau area yang memiliki
fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik sesuai
dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
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20. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya
disingkat IPLT adalah prasarana dan sarana pengolahan
secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk
menguraikan material organik yang berada di dalamnya.

21. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang
selanjutnya disingkat IPALD adalah prasarana dan sarana
pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah
domestik yang diharapkan menghasilkan air limbah yang
sesuai dengan baku mutu air limbah domestik yang
diizinkan.

22. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau
badan hukum swasta.

23. Pelanggan adalah Orang yang memiliki rumah tinggal,
tempat usaha, atau bangunan lain di mana orang
bertempat tinggal, berkumpul, atau bekerja yang terdaftar
sebagai penerima jasa layanan Pengelolaan Air Limbah
Domestik dari Operator Pengelola Air Limbah Domestik
(PALD).

24. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi
yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk
usaha lainnya.

25. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli dan memiliki daya listrik maksimal 450
Kilo Wat (KW) sehingga perlu mendapat dukungan
pemerintah untuk penyedotan WC.

26. Rumah tangga Non MBR adalah warga masyarakat yang
memiliki penghasilan diatas UMR dan memiliki daya
listrik diatas 450 Kilo Wat.

27. Niaga adalah lembaga-lembaga, perorangan yang bergerak
pada sektot provit.

28. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan
untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-
undang di wilayah tertentu

29. Sosial adalah lembaga-lembaga yang bergerak di bidang
sosial, keagamaan, kegiatan-kegiatan non profit.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
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BAB III
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan :
a. penyedotan lumpur tinja dari pengguna jasa ke IPLT;
b. pengolahan lumpur tinja di IPLT; dan
c. penyaluran air limbah domestik dari lokasi ke IPALD.

Pasal 4

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan
penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang
bersangkutan.

Pasal 6

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan
kakus diukur berdasarkan :
a. pelayanan penyedotan lumpur tinja dari pengguna jasa

ke IPLT;
b. volume yang diolah pada IPLT untuk buangan skala

individu, komunal, permukiman dan skala kawasan
tertentu; dan

c. Penyaluran air limbah domestik dari lokasi ke IPALD.
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BAB VI
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan
dengan memperhatikan:
a. kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulihan biaya;
d. transparansi dan akuntabilitas.

(2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 11

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

(3) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan di rekening kas umum
daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai
waktu yang ditentukan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus
disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 x
24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama
dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk
penyelenggaraan pelayanan, yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pengelolaan air
limbah domestik.

Pasal 15

Saat Retribusi terutang adalah pada saat SKRD ditetapkan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar
sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak diterbitkan.

(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti
pembayaran retribusi berupa SSRD dan dicatatkan dalam
buku penerimaan retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran,
penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD
dan didahului dengan surat teguran.

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.
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(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi
yang terutang.

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan memperhatikan obyek retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan,
kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
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Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Terhadap permohonan kelebihan pembayaran retribusi

yang dikabulkan, maka pengembalian kelebihan retribusi

dilakukan dengan memperhitungkan retribusi yang

terutang terlebih dahulu.
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan

imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran

retribusi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun

terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika

wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang

retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik

langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran

tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai

utang retribusi dan belum melunasinya kepada

Pemerintah Daerah.
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(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
wajib retribusi.

Pasal 24

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa

dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang

retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan

piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi

dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-

undangan.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen

lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang

terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan

guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
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(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan

pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman

pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 27

Pemberi pelayanan pengelolaan air limbah domestik

dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang

membidangi.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya

retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam

Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai

Negeri Sipil Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan

jelas;
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b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukansehubungandengan tindakpidanadibidangRetribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

badansehubungandengan tindakpidanadibidangRetribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan

tindakpidanadibidangRetribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan

penyitaan terhadapbahanbukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindakpidanadibidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempatpada saat pemeriksaansedang berlangsung

danmemeriksa identitasorangdan/ataudokumenyangdibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di

bidangretribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangkaatausaksi;

j. menghentikanpenyidikan;dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda

paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang

yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah pelanggaran.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan

penerimaan Negara.
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BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan
Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 23 Oktober 2018

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML
Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO
Pembina Utama Madya

NIP. 19651217 199003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 18
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 315/18-2018

NOMOR

PARAF KOORDINASI

Jabatan Paraf Tanggal

Sekda

Asisten

Plt. Ka. BPRD

Ka. PUTR

Plt. Kabag. Hukum
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak
asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena
itu Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban
untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
pelaksanaan penyelenggaraan penyedotan kakus lumpur tinja agar lingkungan
hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat
serta makhluk hidup lain.

Kegiatan penyedotan dan pembuangan limbah tinja mengandung risiko
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan
hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup di Daerah harus dilindungi dan
dikelola dengan baik berdasarkan azas tanggung jawab, azas keberlanjutan,
dan azas keadilan. Selain itu, pelayanan penyedotan kakus lumpur tinja harus
dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan
berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta
pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan lingkuangan hidup dari pencemaran
limbah tinja serta mengantisipasi kesulitan pembuangan limbah tinja karena
lahan yang sangat terbatas, maka Pemerintah Daerah perlu menyediakan
fasilitas berupa mobil tinja beserta alat penyedot limbah tinja dan instalansi
pengolahan limbah tinja. Peraturan Daerah ini mewajibkan setiap orang atau
badan yang melaksanakan usaha di bidang penyedotan kakus dan
pembuangan limbah tinja untuk memiliki izin usaha dan melaksanakan
kegiatan usaha yang sehat, bersih dari pencemaran limbah khususnya limbah
tinja.

Selama ini di Daerah belum ada sebuah landasan hukum yang mengatur
mengenai penyelenggaraan pelayanan penyedotan lumpur tinja, yang dapat
memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyedotan dan
pembuangan limbah tinja serta memberikan kewenangan penuh kepada
Pemerintah Daerah untuk membina dan mengawasi segala kegiatan yang
dapat menyebabkan potensi perusakan lingkungan di Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan segala
kegiatan pelaksanaan penyedotan dan pembuangan limbah tinja dapat diatur,
ditata, dibina, dan diawasi dengan baik sehingga memberikan manfaat kepada
masyarakat serta mencegah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas
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Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas.
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Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 121
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LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN PENYEDOTAN KAKUS
KABUPATEN LUMAJANG

KLASIFIKASI PELANGGAN
BESARAN TARIF

RETRIBUSI (Rp) PER M³

Rumah Tangga MBR R 1 225,000

Rumah Tangga Non MBR R2 260,000

Niaga N 325,000

Pemerintah P 300,000

Sosial S 225,000

Biaya Pembuangan Lumpur Tinja
ke Instalasi Pengelolaan Lumpur
Tinja (IPLT)

25,000

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML


